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PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
Penggugat, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 16 April
1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum x Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten, No. TIp: XXXXXXXX.
Sebagai “Penggugat”;
melawan
Tergugat, lahir di Bogor, 12 November 1980, umur 41 tahun, agama
Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Perumahan x,
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebut sebagai
“Tergugat”;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 Januari 2022
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor
36/Pdt.G/2022/PA.Tgrs., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah
melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2004,
yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,
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sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxx tertanggal 04
Oktober 2004;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal terakhir di Perum x, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2
(dua) orang anak yang bernama:

3.1. xxxxxxxx, perempuan, lahir di Cianjur, 13 November 2005;
3.2. XXXXXXXX, perempuan, lahir di Bogor, 09 Februari 2011,

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019
keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi
perselisihan dan percekcokan, disebabkan:

4.1. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
4.2. Tergugat suka pergi meninggalkan rumah setiap kali bertengkar yang
dikarenakan Penggugat menanyakan masalah keuangan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 30 Mei 2021, yang mana Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat. Sehingga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya
suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk
melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan selama pisah rumah
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin lagi, karenanya
Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi
Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.
9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tigaraksa cg. Majelis Hakim segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap

Penggugat (XXXXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat
telah hadir dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap juga
tidak menunjuk wakil sebagai kuasa hukumnya, meskipun sesuai relaas
panggilan yang dibacakan dipersidangan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.,
tertanggal 12 Januari 2022 dan tanggal 27 Januari 2022 kepada Tergugat telah
dipanggil dengan patut;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan
nasehat agar Penggugat bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan
Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan
surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk
perkara yang bersangkutan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx, atas nama XXXXXXXX
(Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang,
tanggal 24 April 2018, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah
diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda
P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, atas nama Penggugat
dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ciluengsi, Kabupaten Bogor, tanggal 4 Oktober 2002, telah
di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu
diberi kode P dan diparaf;

B. Bukti Saksi.

1. xXxxxxxxxxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara
sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara seibu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2019 yang lalu rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran,

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak
jujur dalam hal keuangan dan Tergugat juga sering pergi dari rumah
setelah bertengkar dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei
2021 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama,;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXX, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang,
dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
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- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak
jujur dan sering meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 bulan yang
lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Penggugat telah mencukupkan dan

tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa, Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti-bukti
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan
untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan, dan sedangkan Tergugat
ataupun kuasanya tidak menyampaikan kesimpulankarena tidak hadir di
persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu
yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah
gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan a quo harus
diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat
kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja
meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang
mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta
cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas dan domisili
Penggugat yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama
Tigaraksa. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Juncto Pasal
129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk
menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara antara orang-
orang yang melaksanakan pernikahan dengan tata cara pernikahan yang
dilandaskan pada hukum Islam, dan berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan
Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil
dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR Juncto Pasal 1868
KUHPerdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan
Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan
a quo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan
hukum (persona standi in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang tidak
berdasarkan pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya
Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan
Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya
dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh
karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 130 HIR. Junctis.
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Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah
dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah
Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah
mengemukakan alasan-alasan atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak
pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan,
maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR.
tuntutan/gugatan dapat dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Tergugat
(Verstek) sepanjang tuntutan/gugatan tersebut tidak melawan hak dan
beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam
perkara a quo adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak bulan
Agustus 2019 disebabkan karena hal-hal sebagaimana termuat dalam duduk
perkara. Puncak ketidak harmonisan terjadi pada bulan Mei 2021, Penggugat
dan Tergugat sudah pisah rumah, akibat kondisi tersebut Penggugat ingin
bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, selain bukti
tertulis P.1 dan P.2, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua)
orang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Penggugat) ditujukan untuk membuktikan identitas diri Penggugat dan bukti P.2
(fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah membuktikan hubungan hukum antara
Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehubungan
pertimbangan untuk itu telah dipertimbangankan sebagaimana tersebut dalam
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pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara a quo, maka terhadap

bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama XXXXXXXXXxXxx dan
XXXxXxxxxxx tidak terlarang dalam perkara a quo dan telah disumpah sebelum
memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat
formil sebagaimana dimaksud Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat menerangkan
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,
karena keduanya sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak jujur
dalam masalah keuangan dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman
bersama, puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan
Mei 2021;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut
adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri, serta relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan Penggugat dalam gugatannnya, oleh karenanya saksi
tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 171 ayat
(1) HIR;

Menimbang, bahwa sehubungan keterangan kedua orang saksi telah
memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) HIR dan keterangan keduanya saling
bersesuaian satu sama lainnya sebagaimana diatur dalam 172 HIR, maka
keterangan dua orang saksi Penggugat memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang
telah menikah pada tanggal 2 Oktober 2004;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
sejak tahun 2019 disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah
keuangan dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama,;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2021,
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Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan
menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta
hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah
akad yang sangat kuat atau mitsagan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah
dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmabh;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga
dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri.
Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al
Bagarah Ayat 187, yang berbunyi:

hA i AL M B
Artinya: "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling
mencintai, saling menyayangi, adanya niat yang besar dari suami istri untuk
menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing,
dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke
dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak
secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sering terlibat pertengkaran
disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat
sering meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga antara keduanya
sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai
pasangan suami istri. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusnya
ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena masing-masing pihak
sudah tidak lagi memperdulikan satu dengan yang lainnya, terlebih dengan
memperhatikan perbuatan Tergugat yang dinilai kurang bertanggung jawab
terhadap keluarga. Hal demikian telah berimplikasi negatif terhadap Penggugat

sehingga Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan tali
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perkawinannya dengan Tergugat, dan keengganan Penggugat tersebut telah
nampak pada sikap masifnya di persidangan, yang mana Penggugat kukuh
ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat. Oleh karena itu,
Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah dan dapat
dikatagorikan sebagai rumah tangga yang rusak (broken marriage);
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan
sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21 dan
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah,
mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila
keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga
dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan mafsadat
(keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan
batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka
menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus
didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu
kaidah fighiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair, yang

diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:
claoll wd> Lle paio sawlaoll £ )5

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan

Tergugat agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum

Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Figh As-sunnah

juz Il halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :
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Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat
(isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang
menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk
hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan

keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in“

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan
hukum untuk melakukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal
34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu,
berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 119 ayat (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap

Penggugat (XXXXXXXXXXX);
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4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah

Rp663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Mursyida, S.Ag., M.H. sebagai
Ketua Majelis, Drs. Usman Ali, S.H. dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
Agama tersebut dengan Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tanggal 3
Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga didampingi oleh Hakim Anggota
yang sama, dibantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.l., M.H., sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Mursyida, S.Ag., M.H

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Usman Ali, S.H H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.l., M.H.

Perincian biaya perkara :
1. Biaya Pendaftaran ........................ Rp 30.000,00
2. BiayaProses .........cccocoiiiiiiiiiinnn. Rp 75.000,00
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3. BiayaPanggilan ........................... Rp 518.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan .................. Rp 20.000,00
5. BiayaRedaksi ..........ocooeiiiiiiiiiiinnnns Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai ..........ccovvviiiiinn vannn. Rp 10.000,00
Jumlah . Rp 663.000,00

(enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
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